
Pendapatan dalam perhitungan pajak 

penghasilan yang terutang mengalami 

kenaikan. Pemerintah berpendapat bahwa 

penyesuaian PTKP ini bertujuan untuk 

menjaga daya beli masyarakat di tengah 

kondisi ekonomi yang buruk. Berikut daftar 

nama pegawai beserta besaran gaji pokok. 

 

Tabel 1. Daftar Struktur Keanggotaan  
No Nama Jabatan Status Gaji 

1 
Asdar Ketua Kawin 

Anak 3 

Rp. 

10.500.000 

2 
Sulaeman Sekertaris Kawin 

Anak 1 

Rp. 

7.500.000 

3 
Rausdi Bendahara Kawin 

Anak 2 

Rp. 

6.800.000 

4 
Israh S.M Staf Admin Belum 

Kawin 

Rp. 

6.000.000 

5 

Mutmainnah 

Rahman 

S.Tr.Keb 

Staf Admin 
Kawin 

Anak 2 

Rp. 

6.000.000 

6 
Irfan S.E Teknis 

Lapangan 

Kawin 

Anak 2 

Rp. 

6.000.000 

7 
Husain Koordinator 

Pengawas 

Kawin 

Anak 1 

Rp. 

5.800.000 

8 
Asis Anggota 

Pengawas 

Kawin 

Anak 1 

Rp. 

5.500.000 

9 

Warda Anggota 

Pengawas 

Kawin 

Tidak 

Punya  

Anak 

Rp. 

5.500.000 

Hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti di Koperasi Berkah Sawit Nusantara 

(BSN) di Kecamatan Poleang Barat, 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti di Koperasi Berkah Sawit 

Nusantara (BSN) yang terletak di 

Kecamatan Poleang Barat, Koperasi Berkah 

Sawit Nusantara (BSN) mengalami masalah 

serius terkait ketidakpatuhan dalam hal 

pajak. Masalah ini terlihat dari kenyataan 

bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 

Pasal 21 untuk gaji, THR, honorarium, 

bonus, gratifikasi, dan tantiem yang 

diserahkan kepada karyawan setiap 

tahunnya tidak dilakukan. Sementara itu, 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU 

PPh) secara jelas menetapkan bahwa 

penghasilan tersebut dikenakan tarif 

progresif sesuai dengan Pasal 17. 

Situasi ketidakpatuhan ini membawa 

sejumlah dampak negatif, termasuk 

pelanggaran peraturan perpajakan, kerugian 

dalam aspek finansial, dan risiko sanksi 

hukum yang dapat merugikan baik 

perusahaan maupun karyawan. Ini juga 
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menunjukkan adanya kekurangan dalam 

manajemen perpajakan di koperasi, baik 

dalam pemahaman terhadap regulasi maupun 

dalam penerapan sistem administrasi yang 

tepat. di karenakan tidak melakukan 

pemotongan PPh 21 Koperasi Berkah Sawit 

Nusantara (BSN) mengalami utang pajak. 

 

METODE 

 Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi ilmiah (Hendra Wati Bukidz1, 2022) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara objektif tentang keadaan 

sebenarnya dari. Koperasi (BSN) Penelitian 

ini bersifat deskriprif yaitu untuk mengetahui 

atau menggambarkan kenyataan dari kejadian 

yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data adalah 

mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data, yang merupakan 

langkah paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data disebut juga 

sebagai alat-alat pengumpul data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: observasi, 

wawancara, dokumentasi. 

Teknik analisa data dalam penelitian 

ini mencakup pemeriksaan data (editing), 

klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), 

dan kesimpulan (concluding). 

 

HASIL  

Gambaran Umum Koperasi Berkah Sawit 

Nusantara (BSN) dan Struktur Organisasi 

Koperasi Berkah Sawit Nusantara 

(BSN) merupakan koperasi yang bergerak di 

bidang pembelian dan pengolahan bibit 

kelapa sawit. Koperasi Berkah Sawit 
Nusantara (BSN) di dirikan pada tanggal 17 

November 2021, Koperasi ini berkedudukan 

di Jl. Eemolingku kecamatan Poleang barat 

Kabupaten Bombana Provinsi Selawesi 

Tenggara. Koperasi bermitra dengan PT GAS 

yang berada di kecamatan  poleang barat itu 

sendiri, Koperasi  ini baru mulai beroprasi 

membeli sawit pada tahun 2022 karena 

susahnya mencari produsen untuk menjual 

sawitnya seiring berjalanya waktu koperasi 

mulai mempromosikan harga yang cukup 

memuaskan bagi produsen atau masyarka, 

merkat sudah cukup puas dengan harga yang 

di sodorkan oleh koperasi tersebut maka di 

tahun 2022 produsen kelapa sawit sudah 

mulai berbondong-bondong datang ke 

koperasi Bsn untuk menjual sawitnya. 
 

Visi dan Misi 

Adapun Visi Misi Koperasi Berkah 

Sawit Nusantara (BSN): 

Visi: Menjadi koperasi unggulan yang 

mampu mendorong kemandirian ekonomi 

anggota melalui produksi dan distribusi 

barang berkualitas ekspor yang berdaya 

saing tinggi. 

Misi:  

1. Memproduksi barang berdaya saing 

tinggi dan berkualitas ekspor. 

2. Menyediakan peralatan dan bahan-

bahan yang dibutuhkan anggota untuk 

memproduksi barang. 

3. Menampung hasil produksi anggota, 

kemudian melakukan penyempurnaan dan 

mendistribusikannya 

Hasil observasi dan wawancara yang 

telah peneliti lakukan terhadap Koperasi 

Berkah Sawit Nusantara (BSN) yang berada 

di Kec. Poleang Barat. Di ketauhui bawha 

koperasi tidak melakukan pemotongan PPh 

21 yang di mana jika gaji karyawan di atas 

Rp. 5.500.000 harus di kenakan 

pemotongaan PPh. Namun jika jumlah 

penghasilan bruto setahun tidak melebihi 

PTKP, maka pengasilan tersebut tidak di 

kenakan pajak. 

Adapun untuk hasil Temuan dari 

wawancara yang telah dilakukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 
Berikut merupakan wanwancara yang 

dilakukan peneliti kepada salah satu 

karyawan koprasi yaitu Bapak Rausdi selaku 

bendahara sebagai berikut: 

Bapak Rausdi selaku Bendahara 

mengatakan bahwa: 

“Saya masuk di koperasi tahun 2021 tapi 

koperasi itu beroprasi di tahun 2022 berarti 
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Kurang lebih  4 tahun lamanya saya kerja di 

koperasi ini” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Bapak Rausdi 

Sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun 

lebih di koperasi berkah sawit nusantara 

(BSN) 

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan 

bahwa: 

“Tidak, kalau soal pajak itu saya sendiri yang 

mengerjakanya” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada staf 

khusus yang menangani pajak di keperasi 

tersebut. 

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan 

bahwa: 

“Tidak, karena saya kurang paham mengenai 

perpajakan PPh 21” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi tidak 

melakukan pemotongan pajak di karenakan 

kurang paham mengenai pajak 21. 

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan 

bahwa: 

“Tidak, saya tidak melakukan perhitungan 

THR atau Bonus Karyawan Karena 

kekurangan pengetahuan di pajak tersebut ” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Bapak 

Rausdi, Belum  memahami terkait ketentuan 

perpajakan PPh 21. 

Bapak Rausdi  selaku Bendahara mengatakan 

bahwa: 

“Koperasi tidak membayar pajak terkhusus 

pph 21 selama satu tahun yakni pada tahun 

2024.” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Berkah Sawit Nusantar (BSN) tidak 

melakukan pelaporan pajak di tahun 2024. 

Bapak Rausdi selaku Bendahara mengatakan 
bahwa: 

“iya, koperasi menerima teguran sekaligus 

sanksi dari pihak perpajakan akibat tidak 

melakukan pemotongan PPh 21.” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Berkah Sawit Nusantar (BSN) menerima 

teguran dan sanksi karena tidak melakukan 

pemotongan PPh 21. 

Berdasarkan wawancara bersama 

informan yakni Bendahara Koperasi Berkah 

Sawit Nusantara (BSN)  

Bapak Rausdi selaku Bendahara 

mengatakan bahwa: 

“Untuk estimasi utang pajak yang tidak 

dibayarkan yaitu sesuai dengan gaji yang 

akan dikenakan pajak pph 21” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Berkah Sawit Nusantara (BSN) 

membayarkan utang pajaknya sesuai dengan 

pemotogan gaji pegawai yang dikenakan 

pph 21, ungkap bapak rausdi. Maksudnya 

yaitu pak Rusdi belum menghitung jumlah 

keseluruhan  

Bapak Rausdi selaku Bendahara 

mengatakan bahwa: 

“Salah satunya dengan memperbanyak 

wawasan serta  melakukan pelatihan, dan 

berkonsultasi dengan pihak pajak.” 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Bwerkah Sawit Nusantara (BSN) perlu 

melakukan banyak pelatihan dan konsultasi 

kepada pihak pajak, ungkap bapak rausdi. 

Berdasarkan wawancara bersama 

informan yakni Bendahara Koperasi Berkah 

Sawit Nusantara (BSN)  

Berdasarkan wawancara bersama 

informan yakni Bendahara Koperasi Berkah 

Sawit Nusantara (BSN)  

Bapak Rausdi selaku Bendahara 

mengatakan bahwa: 

“Saat ini edukasi masih minim, tetapi 

koperasi Berkah Sawit Nusantara (BSN) 

berencana untuk memberikan sosialisasi 

lebih lanjut agar bendahara (saya sendiri) 

lebih memahami sistem perpajakan.” 

Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Berkah Sawit Nusantara (BSN) 

merencanakan untuk memberikan sosialisasi 

kepada bendahara agar memahami system 

perpajakan ungkap[ bapak rausdi. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada Koperasi 

Berkah Sawit Nusantara (BSN), ditemukan 

bahwa koperasi belum melaksanakan 

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 atas gaji karyawan, meskipun beberapa 

karyawan menerima gaji di atas batas yang 

wajib dipotong pajak. Hal ini bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan yang 

mengharuskan pemotongan pajak atas 

penghasilan bruto yang melebihi Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Tidak adanya staf 

khusus yang mengurus perpajakan dan 

kurangnya pemahaman bendahara mengenai 

ketentuan PPh 21 menjadi faktor utama 

ketidakpatuhan tersebut. 

Dalam wawancara, bendahara 

koperasi, Bapak Rausdi, menyatakan bahwa 

ia tidak melakukan perhitungan dan 

pemotongan PPh Pasal 21 karena kurangnya 

pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, 

koperasi juga tidak melakukan pelaporan 

pajak secara rutin, sehingga menerima teguran 

dan sanksi dari pihak perpajakan. Estimasi 

utang pajak yang belum dibayarkan 

bersumber dari besaran gaji karyawan yang 

mestinya dikenakan potongan PPh 21, namun 

sampai saat ini belum dihitung secara akurat 

oleh koperasi. 

Situasi ini menunjukkan perlunya 

peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber 

daya manusia dalam pengelolaan perpajakan 

di koperasi tersebut. Koperasi Berkah Sawit 

Nusantara (BSN) berencana untuk melakukan 

pelatihan dan sosialisasi mengenai perpajakan 

bagi staf yang menangani administrasi 

keuangan. Langkah ini dianggap penting 

untuk menghindari risiko sanksi lebih lanjut 

dan memperbaiki sistem administrasi 

perpajakan agar lebih sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. 
Secara keseluruhan, temuan ini 

memberikan gambaran bahwa pelaksanaan 

ketentuan perpajakan di koperasi masih perlu 

diperbaiki dengan penguatan pengetahuan staf 

dan penerapan prosedur pemotongan serta 

pelaporan pajak yang benar. Dengan adanya 

komitmen untuk belajar dan berkoordinasi 

dengan pihak pajak, diharapkan Koperasi 

Berkah Sawit Nusantara dapat memenuhi 

kewajiban perpajakan secara tepat waktu 

dan akurat sehingga mendukung 

kelangsungan usaha dan kepatuhan hokum 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Koperasi Berkah Sawit 

Nusantara (BSN), Kecamatan Poleang 

Barat, serta analisis atas perhitungan dan 

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21, maka dapat disimpulkan beberapa poin 

penting yang sekaligus menjawab rumusan 

masalah: 

1. Koperasi Berkah Sawit Nusantara 

(BSN) belum melakukan perhitungan 

dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Ketidaktahuan pihak bendahara 

mengenai kewajiban perpajakan 

menjadi penyebab utama tidak 

dilakukannya pemotongan diterapkan 

pada seluruh karyawan yang memiliki 

penghasilan kena pajak, maka jumlah 

total utang pajak koperasi dalam satu 

tahun cukup signifikan dan berdampak 

terhadap beban keuangan koperasi. 

pajak atas gaji, THR, dan bonus yang 

diterima oleh karyawan. Hal ini 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, khususnya Pasal 21 dan 

Pasal 17 yang menetapkan bahwa 

penghasilan karyawan yang melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

wajib dikenakan pajak dengan tarif 

progresif. 

2. Estimasi perhitungan PPh Pasal 21 

menunjukkan bahwa terdapat utang 

pajak yang belum dibayarkan. 

Berdasarkan simulasi perhitungan 

terhadap salah satu karyawan yang 

menerima gaji Rp 5.500.000 per bulan 

serta bonus tahunan Rp 2.000.000, 

didapatkan bahwa PPh Pasal 21 yang 
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seharusnya dibayarkan sebesar Rp 

397.400 per tahun. Bila kondisi serupa. 
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